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PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:
Sa’rah alias Sa’arah binti Mik Saut, tempat dan tanggal lahir Medas Barat
Kokok, 1 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan tidak tamat Sekolah
Dasar, tempat tinggal di Dusun Medas Barat Kokok
RT.004, XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
Sahabudin bin Pahri, Tempat dan tanggal lahir Medas Barat Kokok, 31
Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Xxxxx
XXXXXX XXXXX, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar,
tempat tinggal di Dusun Medas Barat Kokok RT.003,
XXXX XXXXX XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX,  XXXXXXXKXK
XXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di
Persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara lisan dengan surat
gugatannya tanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.GM pada

hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1.
Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebagaimana termuat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/32/X/1997, tanggal 22 Oktober 1997;

2.

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di

rumah orangtua Tergugat di Dusun Medas Barat Kokok RT.004, XXXX XXXXX
XXXX, XXXXXXXXK XXXKXKXXXXK, XXXXXXXXK XXXXXX XXXKX;

3.
Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak bernama:

a.
Ratna Sari, perempuan, tanggal lahir 1 Juni 2002;
b.
Rahmatul Asna, laki-laki, tanggal lahir 1 April 2010;

C.

Dina Maula Sari, perempuan tanggal lahir 10 Agustus 2017,
4.

Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga

antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sulit untuk

dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a.
Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

b.

Tergugat memiliki wanita idaman lain;

5.

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2018
yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talag kepada Penggugat
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kemudian keluarga Tergugat menghantarkan Penggugat pulang ke rumah
orangtua Penggugat di Dusun Medas Barat Kokok RT.004, XXXX XXXXX XXXX,
XXXXXXXXK XXXXXXXXXK,  XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Sejak kejadian tersebut
lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) hingga sekarang dan saat ini
Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

6.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menceraikan Penggugat (Sa’rah alias Sa’arah binti Mik Saut)

dari Tergugat (Sahabudin bin Pahri);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
SUBSIDER
Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini,
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil
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secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, yang mana relaas panggilannya telah
dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran
Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-
Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum,
yang maksud dan isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh

Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 6-8-2018, bukti surat

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh

Ketua Majelis diberi kode P-1;

2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, tanggal 22-10-1997, bukti surat

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh

Ketua Majelis diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi:
1. SAKSI 1, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam
dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Adik Ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami isteri yang sah karena telah mempunyai akta nikah;
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- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan hingga kini keduanya
telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sering
bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali, namun saksi tidak mengetahui
apa penyebab keduanya bertengkar saat itu;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang
perempuan bernama Lia yang berasal dari Masbagik, karena saksi hadir
saat Tergugat menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi juga mengetahui Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dan
saksi mengetahui sendiri Tergugat jarang ada panggilan untuk bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah sejak sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga Penggugat, saksi sudah pernah
memberikan nasihat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat namun
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam

dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Kepala Dusun Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri yang sah karena keduanya mempunyai akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kini telah dikaruniai tiga
orang anak;
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- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya sudah pisah rumabh;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

rumah = sejak Desember 2018 yang lalu karena saksi dipanggil oleh

Tergugat ketika Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan

Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama lagi sehingga sudah tidak

menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri;

- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangganya, baik Penggugat dan

Tergugat oleh saksi sudah diberikan nasihat agar tetap rukun kembali,

namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan
saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak
ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan
Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah
dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini
Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara
tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan
tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang
menyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang
meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan
wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang
tercantum dalam kitab al-Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi
sebagai berikut:

a 52V pllb 59 i pld pralusall PS5 yo S W] (05 e

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak

mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan
gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat baik pada awal
persidangan maupun di setiap persidangan, namun Penggugat tetap dengan
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengaku sebagai seorang
yang tidak bisa membaca dan menulis, maka Penggugat mengajukan gugatan
secara lisan yang mana gugatan tersebut telah dicatat oleh Hakim Pengadilan
Agama Giri Menang, oleh karenanya gugatan lisan yang diajukan oleh
Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal
80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah
Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan sulit untuk
dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah,
bahkan setelah didamaikan oleh pihak keluarga, Penggugat tetap bersikukuh
pada pendiriannya ingin diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii Gugatan Penggugat tersebut,
Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat
didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan
Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam
perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup
alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum
mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang
dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-
undag Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
jo. SEMA 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan surat Akta Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan probationis Causa,
maka Penggugat dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) surat yakni Bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang
saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang telah dilakukan pemeteraian dan
telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim
dan ternyata sesuai, maka telah memenuhi dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan
Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta
Pasal 285 RBg serta 1888 KUHPerdata, Bukti (P.1) tersebut merupakan Akta
Otentik yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan
domisili tersebut sehingga tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada
Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim
berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh
karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sabh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Nikah, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah
disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi Pasal 3
ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 285
RBg yang menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang
menikah pada tanggal 15 Agustus 1997 dan belum pernah bercerai, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat,
Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa saksi | (SAKSI 1) merupakan Adik Ipar Tergugat dan
saksi Il (SAKSI 2) Kepala Dusun Penggugat, kedua saksi aquo telah diperiksa
satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk
diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah,
dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian
aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan
dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama Penggugat
menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, meskipun tidak
mengetahui persis apa yang menjadi penyebab keduanya bertengkar, namun
saksi mengetahui sendiri karena saksi hadir saat ijab Kabul Penggugat dengan
wanita lain bernama Lia yang mana pernikahannya tersebut dilangsungkan
tanpa seizin Penggugat, sehingga Penggugat keberatan akan hal itu, serta
Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang
mendapat panggilan bekerja sebagai kuli bangunan, maka keterangan saksi
dikategorikan sebagai keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan
bersesuaian dengan keterangan saksi Il, sehingga telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
keterangan saksi | telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Il Penggugat, dimana saksi-
saksi meskipun tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
telah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang
menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah
tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati
suami isteri tersebut telah pecah (broken heart), maka Majelis Hakim
berpendapat keterangan saksi Il telah memenuhi syarat materil sebagai bukti

saksi;

Him. 10 dari 16 HIm. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti
saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi,
sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti
di persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena
telah mempunyai akta nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat dan hingga kini telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak harmonis lagi karena keduanya
sudah pisah rumabh;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan
Desember 2018 yang lalu dan sejak berpisah, keduanya tidak pernah
kembali tinggal bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban
masing-masing layaknya suami isteri;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran
dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan
sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak
mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (broken marriage)
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974,

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran maupun perselisihan yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai
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berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk
menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan
hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak sanggup

mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang
dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan
Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat
dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak lagi saling
memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi
menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami
Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah
selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Putusan MARI Nomor 534
K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini
bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan
Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa
rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri
tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam
pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu
perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu,
keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang
disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang artinya

“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa
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dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya
lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a guo Majelis Hakim telah mendengar
keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi,
sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk
mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan
mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan
terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks
lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan
jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan
kaidah yang tercantum dalam Kitab Mada Hurriyah Al-Zaujain, Fi Al-Thalaq,
halaman 83:

oo sai ga> GMall pllas oM WYl ,Lisl 2 sg
aloe Vs giluas lewd gois ams pls ez ill sleall
0V o) st o 690 tloll alos )l puai cuzg
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allanll €5, oLl plls lsng 25all Gl

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat dan
perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh
karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan

yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam
yang termuat di dalam Kitab Figh as-Sunnah Juz 1l Halaman 290 yang

berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang

kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri

atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh
unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka
Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan
perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan
madlarat bagi para pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan
telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, karena gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan, sedang
gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil
syar’i yang bertalian dengan perkara ini ;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sahabudin bin Pahri)
terhadap Penggugat (Sa’rah alias Sa’arah binti Mik Saut);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam
Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Indah
Syajratuddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.l. dan Kunthi
Mitasari, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas,
dibantu Siti Nurwahidah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.l. Indah Syajratuddar, S.H.
Hakim Anggota

Kunthi Mitasari, S.H.I. Panitera Pengganti

Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :
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Panggilan : Rp 270.000,00
PNBP : Rp 20.000,00
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Jumlah : Rp 390.000,00
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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